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BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAMBARAN UMUM 

PERENCANAAN 

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Jepara 

3.1.1 Kondisi Geografis dan Demografi 

Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi 

Jawa Tengah. Di lansir dari web resmi Pemerintahan Kabupaten Jepara, secara 

geografis, Kabupaten Jepara terletak pada Koordinat 5°43'20,67" - 6°47'25,83" LS 

dan 110°9'48,02" - 110°58'37,40” BT . Luas wilayah Kabupaten Jepara yaitu 

104.740,657 ha, yang terbagi menjadi 16 wilayah administrasi kecamatan, 184 desa 

dan 11 kelurahan, dengan jumlah penduduk mencapai 1.257.912 jiwa dan 

kepadatan penduduk per km2 sebesar 1.201 jiwa/km2. Berikut merupakan rincian 

dari tabel pembagian wilayah administrasi Kabupaten Jepara. 

Tabel 3. 1. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Jepara 

Kecamatan 
Desa/ 

Kelurahan 
RT RW 

Lahan Luas 

wilayah 

(km2) 

Kedung 18 261 63 47,87 

Pecangaan 12 341 58 38,62 

Kalinyamatan 12 241 52 26,05 

Welahan 15 217 44 30,43 

Mayong 18 392 75 68,71 

Nalumsari 15 382 78 57,60 

Batealit 11 293 52 100,28 

Tahunan 15 317 75 44,51 

Jepara 16 308 84 28,16 

Mlonggo  8 278 51 49,51 

Pakis Aji 8 236 38 67,93 

Bangsri 12 444 120 94,63 

Kembang 11 333 78 122,68 

Keling 12 316 66 116,62 

Donorojo 8 262 56 105,32 

Karimunjawa 4 53 15 48,47 

Kabupaten Jepara 195   1.047,41 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, 2019 
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Gambar 3. 1. Peta administrasi Kabupaten Jepara 

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 

Secara geografis, Kabupaten Jepara terletak di bagian utara Pulau Jawa yang 

berbatasan langsung dengan: 

a. Sebelah utara : Laut Jawa. 

b. Sebelah timur : Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus. 

c. Sebelah selatan : Kabupaten Demak. 

d. Sebelah barat : Laut Jawa. 

Wilayah Kabupaten Jepara jika dilihat dari letaknya, wilayah Kabupaten dipandang 

kurang menguntungkan, sebab tidak dilalui oleh jalur pantura yang menjadi akses 

pergerakan distribusi barang. Meski demikian, letak dari Kabupaten Jepara yang 

berada di Utara berbatasan dengan Laut jawa, sehingga memiliki potensi dalam 

sektor kelautan, pembangunan berbasis kemaritiman. Keunggulan tersebut dapat 

dilihat dari aspek maritim yaitu garis pantai sejauh ±82 km dengan 

pengembangannya dalam pariwisata dan kelautan. Karimunjawa telah ditetapkan 

sebagai kawasan pengembangan pariwisata nasional (KPPN), Kawasan Strategis 

Pariwisata Nasional (KSPN), dan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) 
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berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 

Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 

2025. 

3.1.2 Topografi  

Kabupaten Jepara merupakan daerah di kawasan Utara Jawa yang memiliki 

topografi beragam, mulai dari 0-20% (datar) hingga >40% (sangat curam). 

Topografi Kabupaten Jepara terdiri atas pantai, dataran rendah, pegunungan, dan 

perairan atau kepulauan yang dapat dilihat pada gambar 3.2.  

 

Gambar 3. 2. Peta Kelerengan Kabupaten Jepara 

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 

Berdasarkan peta kelerengan Kabupaten Jepara, topografi dari Kabupaten 

Jepara dapat dibagi dalam empat wilayah yaitu:  

• Wilayah pegunungan pada bagian Timur yang merupakan lereng Barat 

Gunung Muria.  

• Wilayah dataran rendah berada pada bagian Tengah dan Selatan. 

• Wilayah pantai berada pada bagian pesisir Barat dan Utara. 

• Wilayah perairan atau kepulauan berada pada bagian Utara yaitu 

serangkaian Kepulauan Karimunjawa.  
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Kabupaten Jepara memiliki ketinggian antara 0 hingga 1.301 mdpl (dari 

permukaan laut), dengan daerah terendah berada pada Kecamatan Kedung antara 

0-2 mdpl merupakan dataran pantai, sedangkan daerah tertinggi berada pada 

Kecamatan Keling antara 0-1.301 mdpl merupakan perbukitan. Perbedaan 

ketinggian tersebut menyebabkan Kabupaten Jepara terbagai menjadi empat 

kemiringan lahan, yaitu datar 41.327,060 Ha, bergelombang 37.689,917 Ha, curam 

10.776 Ha dan sangat curam 10.620,212 Ha. Berikut merupakan tabel data 

ketinggian wilayah Kabupaten Jepara per Kecamatan. 

Tabel 3. 2. Ketinggian Wilayah Kabupaten Jepara per Kecamatan (mdpl) 

No Kecamatan Ketinggian (mdpl) 

1 Kedung 0-2 

2 Pecangaan 2-17 

3 Kalinyamatan 2-29 

4 Welahan 2-7 

5 Mayong 13-438 

6 Nalumsari 13-736 

7 Batealit 68-378 

8 Tahunan 0-50 

9 Jepara 0-46 

10 Mlonggo  0-300 

11 Pakis Aji 25-1.000 

12 Bangsri 0-594 

13 Kembang 0-1.000 

14 Keling 0-1.301 

15 Donorojo 0-619 

16 Karimunjawa 0-100 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, 2018 

Berdasarkan perbedaan ketinggian tanah yang terjadi pada Kabupaten Jepara 

sehingga membentuk enam bentukan lahan secara fungsional yaitu, dataran, dataran 

aluvial, lembah aluvial, pegunungan sekitar pantai, perbukitan, dan rawa pasang 

surut. Sedangkan jenis tanah yang dimiliki pada Kabupaten Jepara terbagi menjadi 

empat jenis yaitu, andosol cokelat, regosol, alluvial, serta latosol. 
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3.1.3 Klimatologi 

Kabupaten Jepara merupakan kawasan beriklim tropis dengan pergantian 

musim penghujan dan kemarau. Waktu musim penghujan terjadi antara bulan 

Januari-Juni yang dipengaruhi oleh angin musim Barat, sedangkan musim kemarau 

terjadi antara bulan Juli-Desember yang dipengaruhi oleh angin musim Timur. 

Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), 

Kabupaten Jepara memiliki suhu berkisar antara 23oC sampai dengan 34oC (2017). 

Sedangkan curah hujan pada tahun 2017 mencapai 26.464 mm dengan curah hujan 

tertinggi sebesar 7.207 mm. Hal ini dikarenakan Kabupaten Jepara berada dalam 

iklim tropis. 

 

Gambar 3. 3. Peta Curah Hujan Kabupaten Jepara 

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 

3.1.4 Geologi dan Struktur Tanah 

Kondisi Geologi dan struktur tanah di Kabupaten Jepara merupakan dataran 

aluvial, tersusun atas endapan lumpur. Seperti yang telah dijelaskan pada topografi 

kawasan Kabupaten Jepara, terdapat beberapa jenis tanah sebagai berikut:   
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• Tanah Andosol Cokelat, berada di perbukitan dan Puncak Muria bagian Utara 

Muria dengan luas tanah 3.525.469 Ha, atau 3,51%.  

• Tanah Regosol, berada di bagian Utara Kabupaten Jepara dengan luas tanah 

2.700,857 Ha atau 2,69%.  

• Tanah Alluvial, berada di sepanjang pantai Utara dengan luas tanah 9.126,433 

Ha, atau 9,09%.  

• Tanah Asosiasi Mediteran, berada di pantai Barat Kabupaten Jepara dengan luas 

tanah 19.400,458 Ha, atau 19,32%.  

• Tanah Latosol, merupakan tanah dominan di Kabupaten Jepara terdapat di 

perbukitan Gunung Muria dengan luas tanah 65.659,972 Ha, atau 65,39%.  

 

Gambar 3. 4. Peta Jenis Tanah Kabupaten Jepara 

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 

Berdasarkan data tersebut, kawasan Kabupaten Jepara cocok digunakan dalam 

kegiatan budidaya tambak. Ditinjau dari kondisi fisik lingkungan dekat dengan pantai. 

Selain itu kawasan Jepara juga cocok difungsikan dalam sektor perkebunan atau budidaya 

pertanian khususnya pada kawasan perbukitan.  

3.1.5 Kawasan Rawan Bencana 

Berdasarkan RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031, terdapat beberapa kawasan 

rawan bencana di Kabupaten Jepara, dengan data sebagai berikut:  



48 

 

 
 

a. Daerah rawan abrasi meliputi: Kecamatan Jepara, Tahunan, Kedung, Donorojo, 

Keling, Kembang, Mlonggo, dan Karimunjawa. 

b. Daerah rawan angin topan meliputi kecamatan se-kabupaten Jepara.  

c. Daerah rawan banjir meliputi: Kecamatan Pecangaan, Kalinyamatan, Welahan, 

Mayong, Nalumsari, dan Kedung.   

d. Daerah rawan banjir dan gelombang meliputi: Kecamatan Jepara, Kedung, 

Karimunjawa, Keling, Donorojo, Bangsri, dan Mlonggo. 

e. Daerah rawan banjir, gelombang pasang dan kekeringan meliputi: Kecamatan 

Kedung, Kembang, Keling, dan Donorojo.   

f. Daerah rawan banjir dan kekeringan meliputi: Kecamatan Pecangaan, Kalinyamatan, 

Welahan, Kedung, Nalumsari, dan Mayong.   

g. Daerah rawan gelombang pasang terdapat di Kecamatan Jepara.   

h. Daerah rawan gelombang pasang dan abrasi meliputi: Kecamatan Jepara, Kedung, 

Donorojo, Keling, Bangsri, Kembang, Mlonggo, dan Karimunjawa.   

i. Daerah rawan gelombang pasang dan kekeringan terdapat di Kecamatan Kedung.   

j. Daerah rawan kekeringan meliputi: Kecamatan Welahan, Mayong, Kedung, 

Pecangaan, dan Kalinyamatan.   

k. Daerah rawan longsor meliputi: Kecamatan Mayong, Kembang, dan Keling.  
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Gambar 3. 5 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Jepara 

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 

3.1.6 Bencana Banjir 

Bencana banjir yang terjadi pada wilayah Kabupaten Jepara dapat dilihat dalam 

tabel potensi bencana banjir per kecamatan sebagai berikut: 

Tabel 3. 3. Wilayah Berpotensi Bencana Banjir 

Kecamatan 
Desa Terancam 

Jumlah Desa 

Kedung 15 

Sowan Lor, Sowan Kidul, Surodadi, Kalianyar, Tedunan, 

Kedungmalang, Panggung, Wanusobo, Karangaji, 

Menganti, Kerso, Sukosono, Rau, Bulakbaru, Tanggul 

Tlare 

Pecangaan 5 
Troso, Karangrandu, Gerdu, Kaliombo, Pecangaan 

Wetan 

Kalinyamatan 4 Batukali, Manyargading, Bandungrejo, Bakalan 

Welahan 14 

Welahan,  Ujungpandan,  Katilengsingolelo, 

Karanganyar, Kedungsarimulyo, Bugo, Gedangan, 

Sidigede, Kendengsidialit, Brantak Sekarjati, Kalipucang 

Wetan, Kalipucang Kulon, Guwosobokerto, Gidangelo. 

Mayong 9 
Mayong Lor, Mayong Kidul, Pelang, Kuanyar, Tigajuru, 

Paren, Pelemkerep, Singon Bugel, Singorojo 
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Nalumsari 5 
Blimbingrejo, Pringtulis, Dorang, Gemiring Kidul, 

Tunggulpandean 

Batealit 2 Pekalongan, Bawu 

Tahunan 9 
Platar, Mangunan, Semat, Telukawur, Tegalsambi, 

Mantingan, Langon, Sukodono, Petekeyan 

Jepara 9 
Jobokuto, Ujungbatu, Kauman, Bulu, Pengkol, 

Panggang, Saripan, Demaan, Karangkebagusan 

Mlonggo  1 Karanggondang 

Pakis Aji -  

Bangsri -  

Kembang 1 Tubanan  

Keling -  

Donorojo 3 Sumberrejo, Ujungwatu, Clering 

Karimunjawa -  

Jumlah Desa 

Terancam 
77  

Sumber: BPBD Kabupaten Jepara, 2017 

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPBD Kabupaten Jepara tahun 2017, terdapat 

14 kecamatan yang memiliki potensi rawan bencana banjir. Gambar 3. 

 

Gambar 3. 6. Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Jepara 

Sumber: BPBD Kabupaten Jepara,2017 
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3.1.7 Bencana Tanah Longsor 

Wilayah Kabupaten Jepara jika ditinjau dari kondisi tipologi wilayah yang 

memiliki kemiringan antara 15 hingga 40% lebih akan berpeluang menyebabkan 

potensi longsor. Potensi ini akan semakin besar mengingat curah hujan yang terjadi 

pada kawasan Kabupaten Jepara yang tinggi dan kondisi tanah lereng serta jenis 

tanah yang mudah longsor, berpeluang tinggi menyebabkan terjadinya bencana 

longsor. Berikut merupakan tabel data sebaran desa terdampak longsor di 

Kabupaten Jepara. 

Tabel 3. 4. Wilayah Berpotensi Longsor 

Kecamatan 
Desa Terancam 

Jumlah Desa 

Kedung -  

Pecangaan -  

Kalinyamatan - Damarjati 

Welahan -  

Mayong 8 
Bungu, Pancur, Rajekwesi, Datar, Ngroto, Buaran, 

Bandung, Pule 

Nalumsari 5 
Bategede, Ngetuk, Muryolobo, Bendanpete, Gemiring 

Lor 

Kecamatan 
Desa Terancam 

Jumlah Desa 

Batealit 7 
Sumosari, Batealit, Bringin, Mindahan, Mindahan 

Kidul, Raguklampitan, Bantrung 

Tahunan -  

Jepara 5 
Pengkol,  Ujungbatu,  Mulyoharjo, Saripan, 

Bapangan 

Mlonggo  -  

Pakis Aji 3 Tanjung, Plajan, Lebak 

Bangsri 6 
Papasan, Srikandang, Bajaran, Tengguli, Kepuk, 

Guyangan 

Kembang 1 Tubanan  

Keling 10 
Tempur, Kunir, Damarwulan, Watuaji, Klepu, 

Gelang, Jlegong, Tunahan, Kaligarang, Keling 

Donorojo 7 
Jugo, Blingoh, Clering, Ujungwatu, Tulakan, 

Sumberrejo, Banyumanis   

Karimunjawa -  

Jumlah Desa 

Terancam 
58  

Sumber: BPBD Kabupaten Jepara, 2017 
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Gambar 3. 7. Peta Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Jepara 

Sumber: BPBD Kabupaten Jepara,2017 
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3.2 Data Kondisi Non Fisik Kabupaten Jepara 

3.2.1 Kebijakan dan Rencana Pembangunan Kabupaten Jepara 

Berdasarkan PERDA Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031, kebijakan penataan 

ruang di Kabupaten Jepara meliputi: 

 

Gambar 3. 8. Poin kebijakan penataan ruang 

Sumber: RTRW Kabupaten Jepara, 2011-2031 

Berdasarkan ke-7 (tujuh) poin kebijakan penataan ruang, diambil empat poin yang 

menjadi acuan proses pengembangan dan perencanaan pembangunan yaitu poin a, 

g, i, dan j. Rencana pembangunan wilayah Kabupaten Jepara dapat terlihat dari 

tabel penggunaan lahan sebagai berikut: 
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Tabel 3. 5 Tata Guna Lahan Wilayah Kabupaten Jepara 

No Penggunaan Lahan Luas (Ha) 

1 Tanah Sawah 26.282,06 

2 Tanah untuk Bangunan 

dan Halaman Sekitar 
30.653,77 

3 Tegal 19.436,23 

4 Padang Rumput 8 

5 Rawa yang tidak 

ditanami 
21 

6 Tambak 1.171,39 

7 Kolam 10 

8 Tanah yang sementara 

tidak diusahakan 
331 

9 Tanah untuk tanaman 

kayu-kayuan 
1.535,46 

10 Hutan negara 18.562,27 

11 Perkebunan 

negara/swasta 
3.954,29 

12 Tanah lainnya 2.775,94 

 Jumlah 104.740,65 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara 

Sebagian besar lahan wilayah Kabupaten Jepara dimanfaatkan sebagai lahan 

permukiman. Penggunaan lahan berdasarkan PERDA Kabupaten Jepara Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-

2031 diwujudkan berdasarkan pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem 

jaringan prasarana wilayah. 

3.2.2 Tinjauan Permukiman Kumuh Kabupaten Jepara 

Permukiman kumuh yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kabupaten 

Jepara terlihat dari lingkungan permukiman liar yang berada pada lahan ilegal, 

kondisi fisik bangunan non permanen, kurangnya sistem sarana prasarana seperti 

persampahan, sanitasi dan drainase. Sebagian besar permukiman kumuh berada 

pada permukiman nelayan yang dekat dengan pesisir pantai, permukiman 

sempadan sungai, dan daerah yang tak semestinya dibangun tempat tinggal. 

Aktivitas reklamasi liar menjadi penyebab munculnya permukiman liar yang 

kumuh. Tanah reklamasi liar ini terbentuk dari proses sedimentasi lumpur atau 
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aktivitas warga membuat endapan tanah sehingga membentuk daratan yang 

dijadikan sebagai lahan permukiman. 

Selain ditinjau dari kondisi fisik bangunan dan lingkungan, faktor utama yang 

menjadi penyebab lingkungan kumuh berada pada pengguna bangunan. Pola 

perilaku dari masyarakat di sekitar area tersebut sering membuang sampah 

sembarangan, salah satunya berada pada Kecamatan Jepara (Desa Demaan, 

Jobokuto, Pengkol, dan Ujungbatu), Bangsri (tepatnya di Desa Wedelan, Bangri 

dan Kedungleper), Kalinyamat, dan Kedung. 

3.2.3 Tingkat Kesejahteraan Kabupaten Jepara 

Perkembangan kontribusi sektor lapangan usaha terhadap PDRB Atas Dasar 

Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Jepara tahun 2015-2019 didominasi oleh tiga 

sektor, meliputi:  

a. Sektor Industri Pengolahan, Sektor perdagangan besar dan eceran;  

b. Reparasi mobil dan sepeda motor,  

c. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.  

Sektor Industri Pengolahan menyumbang terbesar dalam perekonomian di 

Kabupaten Jepara meningkat selama tahun 2015-2019 yaitu dari 34,37% pada tahun 

2015 menjadi 34,64% pada tahun 2019. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai kontributor terbesar kedua terus 

menurun kontribusinya, dari 16,71% pada tahun 2015 menjadi 16,67% pada tahun 

2019. Sedangkan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai kontributor 

terbesar ketiga mengalami penurunan secara konsisten dari tahun ke tahun, dari 

15,36% pada tahun 2015 menjadi 13,06% pada tahun 2019.  

Tabel 3. 6 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Tahun 2015-2019 (%) 

No Penggunaan Lahan 2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan 
15,36 14,78 14 13,59 13,06 

2 Pertambangan dan Penggalian 1,94  1,96  1,97  1,95  1,91 

3 Industri Pengolahan 34,37 34,51 34,57 34,80 34,64 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 

5 
Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah dan Daur Ulang 
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

6 Konstruksi 6,66 6,67 6,82 6,96 7,20 
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No Penggunaan Lahan 2015 2016 2017 2018 2019 

7 

Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor 

16,71 16,68 16,81 16,72 16,67 

8 Transportasi dan Pergudangan 3,71  3,67  3,71  3,68  3,77 

9 
Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 
3,94  4,06 4,07 4,10 4,25 

10 Informasi dan Komunikasi 2,32  2,32 2,57 2,07 2,82 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 2,11  2,19 2,23 2,20 2,14 

12 Real Estate 1,53  1,53 1,54 1,53 1,55 

13 Jasa Perusahaan 0,46  0,48 0,51 0,53 0,57 

14 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

2,49  2,48 2,42 2,32 2,24 

15 Jasa Pendidikan 5,25  5,39 5,43 5,54 5,66 

16 
Jasa Kesehatan dan Kesehatan 

Sosial 
0,94  0,96 0,98 1,00 1,01 

17 Jasa Lainnya 2,07  2,18 2,20 2,21 2,25 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, 2020 

Kondisi kesejahteraan sosial yang ada sebetulnya sudah didukung oleh ketersediaan 

sarana-sarana kesejahteraan seperti panti sosial asuhan anak sebanyak 33 buah. 

Namun demikian dilihat dari jumlah dan kualitas pelayanan belum sepenuhnya 

dapat menangani permasalahan yang dihadapi. Untuk itu diperlukan pemikiran dan 

pemecahan masalah secara komprehensif, mengingat penyebab masalah sosial 

adalah sangat kompleks 

3.3 Gambaran Umum Kecamatan Jepara 

Kecamatan Jepara merupakan salah satu kecamatan yang terletak di sebelah 

Timur Ibukota Kabupaten Jepara. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, 

Kecamatan Jepara berada pada ketinggian 0-46 m diatas permukaan laut dan 

memiliki luas area sekitar 28,16 Km2. Batas-batas Kecamatan Jepara yaitu: 

 Sebelah Utara : Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Mlonggo. 

Sebelah Timur : Kecamatan Tahunan. 

Sebelah Selatan : Kecamatan Tahunan.  

Sebelah Barat : Laut Jawa 

Kecamatan Bantarkawung terbagi menjadi 16 desa/kelurahan, 308 RT, dan 84 

RW. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara dalam angka 2019, 

Kecamatan jepara memiliki jumlah penduduk sekitar 91.688 jiwa penduduk.  
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Gambar 3. 9. Peta Administrasi Kecamatan Jepara 

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Jepara, 2015-2031 

Menurut RTRW Kabupaten Jepara, wilayah Kecamatan Jepara termasuk 

kedalam Sub Wilayah Pembangunan (SWP) 1 dengan pengembangan potensi 

meliputi sektor perikanan, industri kerajinan, dan pariwisata. Menurut data 

BAPPEDA Kabupaten Jepara tahun 2015, sebagian wilayah permukiman yang 

berada pada pesisir sungai Wiso Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Jepara, masih 

digolongkan sebagai kawasan kumuh (gambar 4.). 

 

Gambar 3. 10. Peta Kawasan Kumuh Jepara 

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Jepara, 2015 
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3.4 Tinjauan Kampung Nelayan Ngemplak 

Kampung nelayan Ngemplak merupakan salah satu permukiman nelayan 

diperuntukkan sebagai wilayah pengembangan sektor kelautan dan perikanan, 

terletak di Dukuh Ngemplak, Kelurahan Ujungbatu, Kecamatan Jepara, Kabupaten 

Jepara, Jawa Tengah (gambar 2.).  

 

Gambar 3. 11. Peta Kawasan Permukiman Nelayan Ujungbatu 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

Letak dari kelurahan Ujungbatu yang berada di pesisir laut, tidak heran jika 

mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan. Luas wilayah dari Kelurahan 

Ujung Batu sebesar 68.923 ha atau 0.69 Km2, terdiri dari 16 RT dan 4 RW, memiliki 

jumlah penduduk sebesar 5.058 jiwa dengan kepadatan penduduk per Km2 sebesar 

7.330 (BPS, Kecamatan Jepara dalam angka 2019).  

Wilayah Kelurahan Ujungbatu termasuk ke dalam Bagian Wilayah Perkotaan 

(BWP) 1 yang memiliki fungsi sebagai pengembangan kegiatan perkantoran, 

permukiman, perikanan, pendidikan, pariwisata, perhubungan serta perdagangan 

dan jasa. Batas-batas wilayah Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Jepara sebagai 

berikut: 

a. Utara  : Kelurahan Mulyoharjo 

b. Barat  : Laut Jawa dan Sungai 

Wiso 

c. Selatan : Kelurahan Jobokuto 

d. Timur  : Kelurahan Pengkol 
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3.4.1 Karakteristik Kependudukan, Sosial dan Ekonomi 

Luas dari keseluruhan wilayah penelitian permukiman nelayan Dukuh 

Ngemplak seluas ±5.53 Ha, terdiri dari RT 04, 10, 11, 15, 16, RW 04, dan terdapat 

±440 hunian dengan sebanyak 4-7 orang untuk setiap hunian. Pertumbuhan dan 

perkembangan kawasan permukiman nelayan di Kelurahan Ujungbatu tepatnya 

Dukuh Ngemplak terjadi sangat pesat. Sebagian besar penduduk Dukuh Ngemplak 

berprofesi sebagai nelayan dan menggantungkan kehidupannya melalui hasil 

berdagang perikanan pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ujungbatu. Dari data 

yang diperoleh hasil wawancara, terdapat keluarga yang berprofesi sebagai 

pengrajin jaring ikan, mebel, pedagang makanan dan petani (Gambar 3.11.). 

 

Gambar 3. 12. Diagram profesi masyarakat Dukuh Ngemplak 

Sumber: Data Penulis, 2020 

Pada kawasan permukiman, dijumpai beberapa anggota rumah tangga yang 

memiliki home industry seperti pengolahan hasil laut, mebel, dan pedagang 

makanan yang dapat dilihat pada gambar 3.12, merupakan denah sebaran lokasi 

industri. 
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Gambar 3. 13. Denah sebaran Industri Rumahan 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020 

3.4.1 Karakteristik Permukiman 

Data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan dan data wawancara guna 

mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh sebagai berikut: 

A. Nilai strategis lokasi/kawasan 

       Berdasarkan hasil penelitian, letak dari permukiman ini tergolong sangat 

strategis, berada pada pesisir pantai laut Jawa yang merupakan sebagai wilayah 

pengembangan sektor kelautan maupun perikanan di Kecamatan Jepara. 

Kondisi ini juga ditunjang dengan adanya sarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

Kelurahan Ujung Batu sebagai sentral perekonomian, dan lapangan terbuka 

bagi tempat penjemuran ikan (Gambar 5.). Selain itu sarana prasarana lainnya 

yang dapat dijumpai yaitu RUSUNAWA, dekat dengan perkantoran & kantor 

pemadam kebakaran, sekolah dasar, stadion Gelora Bumi Kartini (GBK). Jarak 

permukiman menuju tempat mata pencaharian nelayan dapat ditempuh <1 Km. 
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Gambar 3. 14. Kondisi Strategis Site 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020 

B. Kepemilikan tanah 

Kepemilikan lahan pada lokasi penelitian kampung nelayan sebagian besar 

didominasi oleh tanah warisan secara turun-temurun sebesar 65%, serta 

sebagian permukiman berada pada tanah milik negara sebesar 25% dan sisanya 

menempati pada tanah reklamasi liar 10%. Dari hasil observasi lapangan, 

ditemukan beberapa permukiman liar yang tumbuh pada permukiman nelayan. 

Permukiman liar tersebut terbangun diatas tanah hasil aktivitas reklamasi liar 

melalui proses sedimentasi/pengendapan lumpur secara terus-menerus.  

 
A 

 
B 

Gambar 3. 15. Kondisi Permukiman Nelayan 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020 

Faktor finansial serta tidak ada peraturan yang tegas terhadap perilaku 

masyarakat yang membangun hunian, menyebabkan sebagian warga 

membangun diatas tanah sedimentasi. Kondisi ini sangat membahayakan sebab 



62 

 

 
 

pada area ini sering terjadi gelombang tinggi yang mengakibatkan abrasi dan 

kerusakan pada bangunan.  

C. Kondisi fisik hunian 

Permukiman kampung nelayan Kelurahan Ujungbatu sebagian besar 

merupakan permukiman legal, namun secara kondisi fisik bangunan, sosial dan 

kebiasaan masyarakat kurang memperdulikan lingkungan tempat tinggalnya. 

Berdasarkan hasil wawancara, diidentifikasikan permukiman berjenis 

permanen sebesar 40%, semi permanen 40% dan Non permanen 20%. 

Permukiman tersebut tersebar pada RT 4, 10, 11, 15, RW 4 Kelurahan 

Ujungbatu. 

 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020 

 

Gambar 3. 17. Peta lokasi penelitian 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020 

0 10 20 30 40 50

Permanen

Semi Permanen

Non Permanen

Jenis Permukiman

Prosentase Jenis Permukiman

Gambar 3. 16. Persentase data jenis permukiman nelayan 
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Dari hasil observasi, orientasi permukiman pada RT 15 yang membelakangi 

laut Jawa dengan kualitas konstruksi bangunan yang dijumpai berupa 

permukiman non permanen hingga semi permanen. Permukiman ini ditandai 

dengan letaknya berada pada tanah reklamasi liar <5 m dari permukaan laut dan 

terbuat dari material kayu, berdinding dari anyaman bambu, lantai masih tanah 

dan semen.  Konstruksi bangunan yang dijumpai pada RT 04, RT 10, RT 11 

sebagian besar merupakan bangunan permanen, semi permanen dan non 

permanen dengan pola permukiman yang berderet-deret dan kondisi bangunan 

berdinding dari batu bata/Hebel, lantai yang sudah berkeramik. Kepadatan 

penduduk yang tinggi dan kerapatan antar bangunan sangat rapat dengan posisi 

dari hunian yang tidak teratur. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

Gambar 3. 18. a. permukiman bantaran laut, b. bangunan permanen, c. semi permanen, d. non permanen 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020 

Warga sekitar dalam melakukan aktivitas harian seperti berkumpul, 

memperbaiki alat tangkap, mencuci dan kegiatan bersosialisasi antar warga 

dilakukan di pinggir jalan dan bantaran sungai Wiso. Keterbatasan lahan rumah 

menjadi penyebab warga harus memanfaatkan bahu jalan. Akibatnya kebiasaan 

fungsi jalan menjadi terhambat, lingkungan menjadi kurang tertata.  
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3.4.1 Karakteristik Permukaan Laut dan Tepian Air 

Data-data yang berkaitan dengan keadaan dan kondisi pasang surut air, ketinggian 

gelombang, lajur angin darat dan laut, digunakan dalam proses merancang konsep 

penatan permukiman nelayan Dukuh Ngemplak, Ujungbatu, Jepara. Data-data 

tersebut sebagai berikut: 

A. Data pasang-surut air laut 

 

Gambar 3. 19. Peta gelombang air laut 

Sumber: BMKG, 2020 

B. Data gelombang laut 

 

Gambar 3. 20. Peta gelombang air laut 

Sumber: BMKG, 2020 
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3.5 Lokasi Tapak 

3.5.1 Dasar Pemilihan Tapak 

Dasar pemilihan tapak ditinjau dari kondisi permukiman kumuh yang berada 

pada Dukuh Ngemplak, RT 15,16 RW 4, Kelurahan Ujungbatu, dimana letak dari 

permukiman ini berada pada tanah sedimentasi, area rawan bencana. Konsep 

perancangan dan penataan permukiman nelayan melalui pembuatan Rumah Susun 

(RUSUN) mengingat terdapat ketentuan yang berlaku dalam RTRW Kabupaten 

Jepara. Terdapat beberapa pertimbangan dalam pemilihan lokasi site yaitu sebagai 

berikut: 

a. Letak permukiman nelayan Dukuh Ngemplak sangat strategis, berada pada 

kawasan pengembangan kelautan, pusat perekonomian hasil laut, dan pusat 

olah raga (Stadion Gelora Bumi Kartini). 

b. Merupakan kawasan peruntukan permukiman nelayan, sesuai dengan 

ketentuan RTRW 

c. Kondisi permukiman kumuh dan lingkungan kurang tertata  

Perencanaan dan perancangan pembangunan sejalan dengan peraturan 

Greenship Kawasan Berkelanjutan / Suistainable Neighborhood (GBC Indonesia), 

arsitektur ekologis dalam perancangan suatu desain mempunyai prinsip sebagai 

berikut: 

a) Pemahaman masyarakat lokal sebagai pelaku utama dengan memperhatikan 

aspek sosial dan budaya (Solution Grows form Place). 

b) Perencanaan dengan memperhatikan kondisi alam dan ekosistem yang telah 

berjalan (Design  with nature). 

c) Meminimalisir penggunaan energi dan material. 

d) Menyatukan hubungan lingkungan dengan budaya. 

e) Menjaga keberlangsungan alam.  
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Gambar 3. 21. Peta lokasi Site 

Sumber: Analisis Penulis, 2020 

 

 

 

 

  


